RPJMD Berkualitas untuk
Pembangunan yang Jelas

Dalam bulan-bulan ini, Gubernur dan Wakil Gubernur
‘Sulbar menyiapkan kewajiban konstitusional menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2017-2022.

QLEH:

ARIF ARDIYANTO
Kepala Perwakilan BPKP Sulbar

Proses ini jadi perhatian seri-
us Pemprov Sulbar dan para pe-
mangku kepentingan, mengin-
gat RPJMD merupakan titik kri-
tis awal yang menentukan lang-
kah pembangunan selama masa
kepemimpinan kepala daerah
terpilih. Inikarena dalam RPJMD
terangkum rencanakerja daerah
kurunwaktu5tahunyangmerep-
resentasikan upaya pencapaian
visi dan misi yang telah dicanan-
gkan selama masa kampanye.

Sesuai Permendagri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengen-
dalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah,
dinyatakan prinsip perencanaan
pembangunan daerah adalah
berdasarkan kondisi dan potensi
daerah, terintegrasi,dilaksanakan
bersamapara pemangkukepent-
ingan, dan merupakan satu kes-
atuan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional.
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RPJMD harus memperhatikan
azastransparan, responsif, efisien
dan efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan, dan berwa-
wasan lingkungan.
Dalamhalkondisidaerah, Sul-
barmerupakan daerahyangrela-
tif tertinggal dari sisi infrastruktur
karena kondisi geografis yang su-
litterjangkau, potensialambelum
teroptimalkan, PDRB per kapita
rendah dan tingkat kemiskinan
masih tinggi.
Sebagaiprovinsiyangbaruter-
bentukditahun 2004, percepatan
pembangunan untuk mengejar
ketertinggalan masih harus ber-
proses. Karenanya, Sulbar mem-
butuhkan kesinambungan pem-
bangunan melalui rencana ker-
ja pembangunan daerah efisien,
efektif, danterukurdalam RPJMD.
Dengan hasil pembangunan
selama 10 tahun terakhir sebagai
baseline, RPJMD 2017-2022 ha-

rus mampu memformulasikan
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lanjutan untuk mencapai tujuan
dansasaran. Begitujugaformula-
siuntukmasalah danisukekinian
daerah yang dipotret dan diang-
kat oleh gubernur dan wakil gu-
bernurterpilihuntukdituntaskan.

Tantangan lain penyusunan
RPJIAD adalah menyelaras-
kan dan mengintegrasikan pro-
gram dan kegiatan dengan RPJP,
RPJMN, dan RTRW. Bahkan
dalam konteks pembangunan
NKRI, RPJMD juga harus selaras
dengan RPJMD provinsi tetang-
ga sehingga pembangunan yang
bersifat lintas sektoral dapat ber-
jalan baik.

Dalam Musrenbangnas 2017,
Presiden Jokowi menyampai-
kan kekecewaannya karena pro-
gram dan kegiatan tak fokus, ter-
lalu banyak dan tidak terintegra-
si. Akibatnya seperti yang beliau
contohkan, ada pembangunan
pelabuhan tetapi tidak ada atau
terlambat pembangunan akses
jalan menuju ke sana, juga tanpa
kesiapan manajemen dan otori-
tas kepelabuhanan. Contoh lain-
nya, pembangunan pembangkit
listrik tanpa jaringan.

Darikegiatansepertiinilah ke-
mudianmunculistilahasetmang-
krak. Suatu hal yang tidak kita in-
ginkan dalam pembangunan di
Sulbar.

Program atau kegiatan yang
tidak fokus di atas dapat terjadi
karena rutinitas yaitu perenca-
naan tanpa prioritas program
atau tanpa pemilahan urusan
wajib dan pilihan, namun sifat-
nya hanya bagi rata atas Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD) ex-
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Padahal perencanaan yang
baik harusnya mempunyai kara-
kter money follows programs.
Tetapkan dulu program untuk
mencapai target yang ingin dica-
pai; tetapkan fungsi, OPD yang
melaksanakan tugas dan fungsi,
baru anggaran untuk program.

Di sinilah diperlukan kebera-
nian mereformasi birokrasi dan
menerapkan sistem pengendal-
ianinternyangandal. Haldemiki-
an telah ditekankan dalam Pasal
4 huruf d PP 60 Tahun 2008 ten-
tang SPIP yang menyatakan per-
lunya menciptakan kondisi ling-
kungan yang kondusif dengan
berbasiskinerjadan menetapkan
unit organisasi sesuai dengan ke-
butuhan.

Program dan kegiatan yang
tepat juga memerlukan indi-
kator jelas, Specific, Measur-
able, Achievable, Realistic, Time-
bound (SMART)untukmenjamin
keberhasilannya. Penjabaran in-
dikator SMART harus pada ter-
ciptanya SPM, IKU, IKK yang te-
pat pada setiap program dan ke-
giatanataupadapenjabaranOPD
yang melaksanakan.

Target pengentasan kemiski-
nan misalnya, harus dijabarkan
padaprogramataukegiatanyang
sesuai, IKUdanIKKyangtepatdan
kemudianbreakdownpadaOPD,
sehingga ketika program atau ke-
giatandilaksanakanuntukjangka
waktu tertentu, angka kemiski-
nan turun.

Ada tiga pelaku besar dalam
pembangunan yaitu pemerin-
tah, duniausaha, danmasyarakat.
RPJMD berkualitasharusmampu
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si tersebut. Dalam pemerintahan

- itu sendiri, pemprov tidak berdi-

ri sendiri. Ada pemerintah pusat,
termasuk untuk urusan yang ti-
dak didelegasikan kewenangan-
nya kepada pemprov, dan ada
pemkab di wilayahnya.
Kemudian ada dunia usa-
ha yang perlu disinergikan un-
tuk menopang pencapaian tar-
getpemprov. DenganporsiAPBD

- Provinsi yang < 10% dari PDRB

Sulbar, sangat naif kalau in-
gin membangun Sulbar hanya
bertumpu pada APBD Provin-
si. Mengingat potensi alam dan
kondisi geografis bersesuaian
dengan Nawacita, perlu upa-
ya keras meyakinkan pemerin-
tah pusat menempatkan Proyek
Strategis Nasional di Sulbar. Se-
lain itu perlu kebijakan yang jelas
terkait pengembanganwilayah di
sektor perkebunan, industri, atau
pariwisata untuk menarik proyek
pemerintahlainnya dan investasi
dunia usaha.

Kemudian, jauh lebih penting
adalah peran masyakarat. Untuk
melipatgandakanhasil, pemban-
gunan daerah perlu diarahkan
pada program yang menstimu-
lasi pemberdayaan, kreativitas,
produktivitas, kesejahteraan ma-
syarakat sehingga memberikan
efek resiprokal terhadap pertum-
buhan ekonomidanpeningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RPJMD yang baik seharusnya
juga memberi arah terciptanya
good governance dan clean gov-
ernment. Sebagai unsur pelaksa-
na, penyelenggara pemerintah-
an daerah didorong untuk men-

talankannrmaltikonnd ocovernance

diantaranya melalui tanspara
akuntabilitas, dan responsibi

Adapun perwujudan cl
governmentadalah dalamber
program dan kegiatan yang :
matuhi ketentuan yang ber
dan tidak memberi ruang p
prakdk Korupsi, Kolusi, dan }
otisme (KKN). Karenanya, |
gram dan rencana kerja haru
pat, sesuaikebutuhan dan pr
tassehinggamenjadiRPJMDy
pro pencegahan korupsi.

Sebagai informasi tamt
an, sejak tahun 2012 KPK t
menggandeng BPKP dalam
giatan Koordinasi dan Supe
Pencegahan (Korsupgah)Ko
sidalam pengelolaan APBD, |
gadaanBarang/Jasa, danpela
an publik. Mulai tahun 2016,
iatan Korsupgah Korupsidifo
kan pada perencanaan peml
gunan daerah.

Untuk menyusun RPJMD
bar 2017-2022 yang berkuz
denganminimalmemenuhik
ria di atas dibutuhkan komit
bersama para pihak agar se
sungguh-sungguh menuan
garis kebijakan, strategi, as|
si, gagasan, inovasi, dan pric
denganmengoptimalkanper
faatan sumber daya daerah
kesejahteraan rakyat.

RPJMD yang member
garis kebijakan jelas, info:
si update dan akurat, akan 1
jadi arah dalam perencas
dan pembangunan pada
OPDyangmenjadiujungtor
pembangunan. Semoga me¢
RPMD berkualitas, Sulbar
maju dan Malagbiq dapat se

terwiriud. (¥**)



